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ABSTRAK

Rury Febrina, STRATEGI MASYARAKAT MEMPERIUANGKAN
PEMEKARAN DAERAH (studi kasus strategi KP2ZKM memperjuangkan
pemekaran Kecamatan Mandau dari Kabupaten induk Benghalis periode
1999-2007). Dibimbing Oleh Pembimbing I Dr.Afrizal, MA dan
Pembimbing II Sadri, S.Ip.

Lahimya Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah
yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 32 tabun 2004 memberikan
kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri atau
vang lebih dikenal olonomi daerah. Dengan adanya undang-undang terschut
memberikan peluang bagi daerah yang telah mampu dari segala aspek baik
potensi daerah, sumber daya manusia, Juas wilayah, administrasi dan lainnya
idapat memekarkan dacrahnya menjadi lebih dari satu daerah yang diatur pada
pasal 4 avat 4 ULl 32 Tahun 2004, Provinsi Riau lermasuk salah satn daerah
yang telah melakukan pemekaran daerah dan masih banyak daerah di Provinsi
Riav yang menuntut pemckaran daerahnya. Kecamatan Mandau yang
merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis adalah salah saru
daerah yang menuntutl pemekaran menjadi sebuah kabupaten, Sampai saat in
tekoh-tokoh masyarakat Kecamatan Mandau yang tergabung dalam KP2EM
terus memperjuangkan pemekaran Kecamatan Mandau.

Penelitian ini mendeskripsikan strategi masyarakat yaitu KP2KM yang
terkategori sebagai kelompok kepentingan memperjuangkan pemekaran
Kecamatan Mandau menjudi sebuah kabupaten. Dalam menganalisa data
termuan, peneliti menggunakan dasar konseptual tahap-tahap advokasi menurut
Roem Topatimasang dan strategi politik kelompok kepentingan mencapai
tjuan menurnt Gabriel A, Almond.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif “studi kasus™ dengan
tipe deskriptif. Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk
mengumpulkan  data. Informan penelitian  ditentukan  sccara  Purposive
Sampling, yakni peneliti menentukan sendiri siapa-siapa vang menjadi
informan penelitian yaitu informan yang dianggap paling whu dan yang
memudahkan penelitt menjelajahi obyek sosial vang diteliti, Teknik analisa
data yang digunakan adalah analisa deret waktu dengan pola kronologis dan
analisa pemjodohan pola.

Hasil penelitian memperlihatkan perjuangan pemckaran Kecamatan
Mandau telah lama dilakukan sejak Tahun 1999, Proses perjuangan pemekaran
Fecamatan Mandau yang dilakukan oleh KP2ZKM mengunakan strategi
demonstrasi, strategl perwakilan langsung, dan strategi formal dan institusional
lainnya {media massa dan lobbi kepada pihak legislatif). Kecamatan Mandau
sampal saat ind belum dimekarkan mengingat persvaralan administrasi sesuai
dengan ULl 32 Tahun 2004 yang belum terpenuhi namun perjuangan yang
difakukan oleh masyarakat Mandau tetap terus dilanjutkan sampai sast ini.

Kata kunci: Strategi, Pemekaran Daerah, Kelompok Kepentingan.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan keharssan membentok pemeritah daerah dalam
sislem  administrast Nepsra Indonesia, sejak proklamasi kemendekaan
sampal sckarang Negara Indonesia telah mengelearkan Undang-Lindarg
temtang Pemerinlah Deaerah yvaitu, Undang-Undang Momor 22 Tahun 1948,
Undang-Undang Nomor | Tahun 1437, Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1965, Undanp-Undang Nomor 4 Tahun 1974, Undang-Uindang Namore 22
Tahun 1999 dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dengan
Adanya Undang-Undang 32 Tahun 2004 teatang Pemeriniahan Dacrah dan
Undang-Undang Mo 33 tabun 2004 tentang Perimbangan Kevangan antaea
Pemerintabh Dacrah dan Pemenntab Posat memberikan kesecmpatan bag
dacruh vnluk mepgatur dan omengurus  dacrabnys sendin  berdasarkan
Repentingan,  aspirast dacrab vang  bersanpghutan, beserta  persvarian
Pemerinlab Pusat vang telah dipenuhi oleb dacrah terscbut”.

Salah satu bentuk keleluasaan dacrah yang diatar dengan Undang-
Undang No 32 Tabun 2004 tentiung Pemenniah Daerahy adalaby daeeah yang
telah mampu dari segala aspek baik polensi daerah. sumber daya manusia,

luas wilayah, administrasi dan laicava dapal memckarkan daerahnya

Hamil Norcholis, Teord dan Pradnl Pemeciniahan dos oo Daevah, Grasindo,
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menjadi lebih dad satu dacrah®. Kebijakan mengenai pemekaran tersebu
digtor dalam pasal 4 ayat 4 Undang-undang No 32 Tahun 2004 {entang
Pemerintahan Doerah yang secarn jalas menyatakan bahws dacrah dapat
dimekarkan menjadi lebib dari saiu docrah. Pelaksanaan Undang-Lindang
Mo 32 Tahun 2004 tentang Pemernintahan Daereh didkull oleh Peraturan
Pemerintash No 119 Tahun 2000 tenlang Tata  Cara Pembentukon,
Pepghapusan. dan Penpgabunpan Dacrab yanp sckarang diangpap tidak
sesual Jagi dengan  perkembangan  kelatapegarazn dan  fentoan
penyelenggaraan  otonomi dacrabh schingpa dipanti dengan Peratoran
Pemerintah Mo 78 Takun 2007 tentang Tata Cara  Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan Baerab vange jauh lebih diperketat dan
diperbanyak kriteria bagi dacrah-dacrah vang siap untuk dimekackan, Dalam
Peratuean Pemerintaly tersebit ﬂ'tsi-:hmkar': bakwa pemckaran dacrah adalzh
semecahan daerah propinsi, kabupaten atau kota menjadi lebib dari satu
daerah’,

Dalamy  Undang-Undang  Nomwor 32 Tahun 2004 tentang
“emenntzhan Dacrab discbutkan beberapa prinsip dasar vang  harus
diwwjudkan  dalam  otepomi daerab vally mempercepat  terwujednya
cesejahteraan, peningkatan pelavanan kepada masvarakal, pemberdayaan
Z=n partisipasi masyarakal. dan peningkatan dava saing dlaerah Diapat

mmpulkan babwa luntulan pemekoran yange gencor dilakukan oleh

'.::.'|_|_'_-I_!|'u_|:'.ng Mo 3T sl 200 B E el Pemeringishan Pacnah
“rratumn Pemernish Repubhik Dedesesss Noo T8 tehon 2007 tentang Tats Cara
Fembentuban, Penshaposan, dan Pespgabungen Deerab
ozt Manda, edin Oklober 2006, "Prorckoran Merspobon Fak Mosavoarakal Vg
—wzmin Secare Dol Unedang " Flal 10
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masvarakal di daerah pada prinsipnya merepakan upava untuk peningkatan
kesglahteraan batk melalui pelayanan publik vang efektif dan efisien serta
transparansi pemerintah dacrah’

Prowinst Riau termasuk salah satu daerah yang telah melakukan
pemekaran daerah. Beberapa daeraly tersebut dianaranya acdalah Kabupaten
Kouatar Singinpg:, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupalen
Rokan Hilir. Kabupaten Siak, dan Kot Dumai”, Namun imasih ada belerapa
daerah Jagr vang menvaiakan keinginannya untuk menjadi dzerah yang
mandirl, salah satunva  yaitu  Kecamatan Mandau  dengan  Ibukoly
Becamatannya Dunt yang saal ini masth tergabung dengan Kabupaten Induk
varn Kabupaten Bengkalis. Alosan Kecanwuan Mandau ingin dimekarkan

disntaranys discbabkan olch rentang kendali adminisicsd yanpg ferpampang

retas dkimana Kabupalen  Bengkalis berada dif kepulavan  sedangkan

Fecamatan Mandau berada  didaratan,  Selain ite Mandsy e praakan
penghasil minyak terbesar di Riau bahkan menjadi penvambang terbesar
sap Kabupaten Bengkalis schingpa mampu menvandang predikat sebagad
sabupaten lerkayva kedua di Indonesia’,

Dalam sidang Paripurna ke 9 DPD RE Tanggal 1 Maret 2007 dibahas
mengenal  pembentukan  Kabupaten Maodau  sebapal pemickaran dar
“zbupaten Bengkalis di Provinsi Risu, Hasil sidang memutuskan babwa

JFPD BRI belum dapat mempertimbangkan pembentiskan Kabupaten Mandau

iy Pos Z1 Jomd 2007 TEvaw Peseded Biaw Teranea Baleee "Twww. Riaepos, com)
“oiws papda 29 Feb GF.
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menjadi dacrab otonom baru karena belum terpenuhinva persyarlan sesuai
perundang-undangan yang berlakw. Persoalan vang terkan denpan belum
lerpenubinya persyaralan Mandiu sebagai dacrab vang akan dimekarkan
diantaranya. Kabupaten Bengkalis sudaby dimekarkon dus kali vaite U Ko
16 Tahun 1999 temtang Pembentukan Kota Dumai dan U No 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rohil dan Siak. Mengenai usulan
calon Kabupaten Mandau vaitn belem memiliki persvaratan administratif
seperti ¢ Usul Bupati, SK DPRD Kabupaten, Usuf Gubernur, SK DPRD
Provinsi, Perda tentang Usel Dacrah Otonom Baru, 5K DPFRD tenang
Penetapan lbukota, SK DPRI Kabupaten tentang Dubungan Dana dan SK
Gubernur tentang Dukungan Dang. Selain e adanva penelakan dari 2
empat) Anppoln DPD RE asal Rioo melale sust Nomor 001/DPD-
AIALYL2007 peribal Pernyataan Sikap terhadap Pembentukan Kabupaten
“andan dan Kepulavan Meranti. Denpan kodisi terscbut sampai saat ini
OFD RI belum dapat merckemendasikan RULU Pembentukan Kabupaten
“landau dan  Kabupaten Kepulasan  Meranti unluk  ditindaklanjuei
sembahasannya oleh DPR Rl dan Pemerintah  sampai  terpenubinya
Sersyaratan sebagaimana diatur olch peraturan perundan gun-undnr;ga_n“_
Merunut pada sejarah. pergerakan pemekaran Kabupaten Mandau
=28 dimulal dan tabun 1999 vang diprakarsai oleh Forem Komonikosi
dmiar Swpka dan Agama (FASA) vang berada i Mandau bersepakat

=embentuk Badan Pekerja Peningkatan Status Pembante Bupati Wilayvah (I,

I'ab [ OPD R, | dzret 2007: Diakses Tanggal | & faman 2008



BADB V1
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ne adalah untuk  menpetahui sirﬁlcgi yang
digunakan eoleh tokoh-tokoh masyarakat Kecamaotan  Mandag  dalam
muempeguangkan tuntulannya vaitn pemekaran Kecumatan Maodau menjadi
scbuah kebupaten yang mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
wkeh-tokeh masyarskal Kecamatan Mandae yang terpabuenp dalam Komite
Perjuangan Pembentukan Kabupaten Mandau {KPZK M) teckategori sebapai
selompoek Xepenlinpgan non assosiasional dengan cid-cid vaitu KP2ZEM
digerakkan oleh sekelompok elit masvarakar dari berbagai macam suku
bukan elit politik yang profesional, kegiatannya masih bersifal kadangkala,
seinggotaanya diperoleh berdasarkan Kepentingan-kepentingan vang serupa
narena  persamaan-persamaan  dalam  hal-hal tertentu  yaitu  kesamaan
eglonal atau daerah domisili yaitu Kecamatan Mandao, pendukuny dapat
mengarikulasikan  kepentinganova  kepada  pemuka-pemuka  suku
masvarakat itu sendirt, serta cara yang sering digunakan uniok mencapai
smtutannyva adalah cara-cam informal,

Dalam  memperjuangkan  wmivaonys  menpggunakan  sirategi
—emonstras, perwakilan lanpsenp, dan o saluran formal Jdan instilusional
=mnya, vakm denpan melakukan pendekatan terhadap media massa dan

~i-loba terhadap elit-elin politik pembuat kebijakan,
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Masyarakal menuntul pemekaran Kecamatan Mandau suclal dimuola
dari tahun 1999, dengan alasan yailu memperpendek rentang kendali
administrasi vang jawh dimana Recamatan Mendau berada i daratan
sedangkan [bukota Kabupaten Bengkalis berada di kepulavan schingpa
berdarpak pada pelavanan publik yanp elektil dan cfisien disebabkan jarak
lempuh yang jauh dan banyaknya biava vang dikeluarkan oleh masvarakal
Mandau, Selain itu, Kecamatan Mandin merupakan salah satu kecamatan
terkaya di Provins] Riau dengan hasil minyak bumi vang melimpah bahkas
menjadi penyumbang terbesar bapi pendapatan daerah dan devisa negara.
namun daci segi pembaogunan din kescjahteraan masvarakat, Mandau
cukup tertinggal dibanding dacrah lain dan tidak mendapat pemerataan
pembangunan yang propersional scsual dengan PAD vang didapat selama
mi,

Tekoh-tokoh masyarakat Mandau vang merupskan perwakilan dad
cuku-suby yany ads i Keeamatan Mandau dan tergabame dadam KP2EM
menggunakan  strategi demonstrasi dalam menyampaikan  aspirasi
—asyarakat,  diakibatkan  terjudinya  penvumbatan aspirasi dilevel
semerinlaban dan penundzan proses pemekaran yang cukup lama. Stratepi
= efektif mengingat pada aksi demonsirasi menarik perhatian masvarakat
== pemerintah. Selain i, stratepi perwakilan langsung dan lobi juga
= zxukan terutama terhadap elit-elit politik pembuat kebijakan vang terkair
—zm pemenuban syaral-svaral pemckaran suaty daerah, Dan lerakhir

—enank perhatian mediamussa melalui kepiatan vang dilukukan schingea
Fang EE
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lerjadi proses sostalisasi dan mampu memobilisasi massa untuk mendukung
perjuangan pemekamn Kecamatan Mandau.

Tuntutan awal masyarnksl Recamatan Mandaw adalab ingin menjodi
scbuah kabupaten vang mandiri. Pads awal pergerakan Tabun 1999 vang
dimulal dart Komite Pembentukan Kabupaten Mandau (KPKMY 1elah
berhasil memenuhi beberapa persyaratan menjadi sebuah Kabupaten sesuai
dengan Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daeral, Namun
dinkibatkan terjadinya pergantian kepals Dacrah Kabupaten Bengkalis
sehingga proses pemekaran Kecamatan Mundau harus memula dari awal
sembali disebabkan oleh pemerimah kabupaten vang bary tidak serta merta
mengerjagan agenda  pemerintah schelumnya., Seloin itu setelzh
dimekarkannya Kabupaten Rehil dan Siak senta Ko Madyva Dumai,
semertntaly kabupmien yang bare terkesan tidak memberikan peluang
~=mekaran kecamatan-kecamatan vang ada di Kabupaten Bengkalis lainnya

Musyarakat terus berjuang untuk mewyjudkan Kabupaten Mandaw
=zh salunya yailu pemenuhan persvarstan dacrah vang siap untuk
“ekarkan seseai deppan undang-undang vang berlaku samt i Dalam
soses perjuangan pemnekaran daerab terdapat banvak hambatan terutama

=2 terkalt denpan tarik menarik kepentingan politik baik di pemerintah
—=ah, provinsi maupun permerintah pusat vang mengakibatkan penundann
~ lama proses pemekaran Kecamatan Mandau, dan sulitnva pibak

=—comtah daerah mavpun pusat mengeluarkan statement atas mama

o3 mendukung atou tidsknya pemekaran Kecamatan Mandau tersebut,
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